BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON
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NOMOR 107 TAHUN 2015, SERI D.3

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 107 Tahun 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 18
TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan
derajat kesehatan masyarakat, diperlukan penataan
kelembagaan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Puskesmas dengan meningkatkan status menjadi
Puskesmas Dengan Tempat Perawatan;

b. bahwa sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan
masyarakat terhadap layanan rawat inap pada
Puskesmas Tersana, Sedong dan Kamarang, maka
diperlukan peningkatan status Puskesmas agar dapat
memberikan layanan rawat inap;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
merubah Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18
Tahun 2013 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan
Masyarakat, yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950), Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang



Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang
Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5542);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang
Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang
Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012
tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan
Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 122);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012
tentang  Penyelenggaraan  Laboratorium  Pusat
Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1118);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013
tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Terpencil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yang Tidak Diminati (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153);

Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan
Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014
tentang Standar Pelayanan  Kefarmasian  di
Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 906);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014
tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 874);



Menetapkan

20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2
Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan
Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 2 Seri D.1);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3
Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 3, Seri D.2);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2008 Nomor 5, Seri D.4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4
Tahun 2010 tentang Teknik Pembentukan Peraturan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1);

24. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT)
pada Dinas dan Badan di Lingkup Pemerintah
Kabupaten Cirebon. (Berita Daerah Kabupaten
Cirebon Nomor 2 Tahun 2015, Seri D.1).

MEMUTUSKAN

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 18
TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon
Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan
Masyarakat diubah sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Pasal 23 tentang Kedudukan dan Wilayah
Kerja UPT Puskesmas dan Puskesmas Dengan Tempat
Perawatan diubah, sehingga pasal 23 angka 21, 41 dan
52 berbunyi sebagai berikut :

21. UPT Puskesmas Dengan Tempat Perawatan
Kamarang berkedudukan di Desa Kamarang
Kecamatan Greged, wilayah kerja meliputi Desa
Kamarang, Greged, Kamarang lebak, Sindang
kempeng, Gumulung Tonggoh, Gumulung lebak,
Lebak Mekar, Durajaya, Nanggela dan Jatipancur;



41. UPT Puskesmas Dengan Tempat Perawatan Sedong
berkedudukan di Desa Sedong lor Kecamatan
Sedong, wilayah kerja meliputi Desa Sedong Kidul,
Sedong Lor, Windujaya, Winduhaji, Karangwuni,
Kertawangun, Penambangan, Panongan, Panongan
Lor dan Putat;

52. UPT Puskesmas Dengan Tempat Perawatan
Tersana berkedudukan di Desa Pabedilan kidul
Kecamatan Pabedilan, wilayah kerja meliputi Desa
Pabedilan Kidul, Pabedilan Kulon, Pabedilan Wetan,
Pabedilan Kaler, Silih Asih dan Tersana,;

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat masih tetap berlaku,
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati
ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 1 Juli 2015

BUPATI CIREBON,
ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangk;n di Sumber

Pada tangga

10 Juni 2015

SEKRETARIQ,‘ DAERAH KABUPATEN CIREBON
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